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Abstract  
 
The study of Islamic economics legally is exciting and growing rapidly. In 
discussion about the development of Pegadaian Syariah in Indonesia, researchers 
noted several things that can be studied from a legal standpoint. The scope 
chosen by the researchers in this study is the development of the concept of Rahn 
which so far has evolved in the provisions of Rahn and Rahn tasjily. Then this 
article is intended to analyze Rahn development's opportunities and its challenges 
in Pegadaian Sharia. The method is used to study the problems raised in this 
research is normative juridical research method then analyzed by juridical 
qualitative method. Pegadaian Sharia is the right place to develop the concept of 
Rahn. It is a financial institution that since its inception in operation by referring 
to the concept of security law. Rahn is part of the security law in Islam, on 
collateral material. With reference to the provisions of fiqh which is the result of 
Ulama's ijtihad, researchers found that Rahn had wider coverage than what it is 
now. This opens the opportunity to do the development of the concept of Rahn 
who have been there so that the economic law of Islam becomes richer. However, 
these development opportunities are also faced with challenges that include 
institutional aspects and legal aspects of Pegadaian Sharia which is based on its 
condition which is the marketing unit of PT Pegadaian (Persero). 
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Abstract 
 
Kajian mengenai ekonomi islam secara hukum merupakan hal yang menarik dan 
berkembang pesat belakangan ini. Membahas mengenai peluang pengembangan 
pegadaian syariah di Indonesia, penulis melihat adanya beberapa hal yang dapat 
dikaji dari sisi hukum. Lingkup yang dipilih oleh penulis dalam penulisan ini 
adalah pengembangan konsep rahn yang sejauh ini telah berkembang dalam 
ketentuan rahn dan rahn tasjily. Maka tulisan ini ditujukan untuk menganalisa 
peluang pengembangan Akad Rahn dan tantangan-tantangan pengembangannya 
di Pegadaian Syariah. Metode yang digunakan penulis untuk mengkaji 
permasalahan yang diangkat melalui karya tulis ini adalah metode penulisan 
yuridis normatif yang kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif. Pegadaian 
syariah merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan konsep rahn. 
Lembaga keuangan ini merupakan lembaga keuangan yang sejak kemunculannya 
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beroperasi dengan mengacu pada konsep hukum jaminan. Rahn merupakan 
bagian dari hukum jaminan dalam Islam, tepatnya pada jaminan kebendaan. 
Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam fiqh yang merupakan hasil 
ijtihad ulama madzhab, penulis menemukan bahwa rahn memiliki cakupan yang 
lebih luas dari apa yang ada sekarang. Hal ini membuka peluang untuk dilakukan 
pengembangan konsep rahn yang telah ada sehingga hukum ekonomi Islam 
menjadi lebih kaya. Namun pengembangan konsep rahn ini, berdasarkan pada 
kondisi pegadaian syariah yang merupakan unit pemasaran dari PT Pegadaian 
(Persero), juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang meliputi aspek 
kelembagaan dan aspek payung hukum. 
Kata kunci: pegadaian syariah, rahn, pengembangan 
 
Latar Belakang  
Berbagai kajian ekonomi menyatakan peluang perkembangan lembaga 
keuangan syariah lebih baik daripada perkembangan lembaga keuangan 
konvensional. Sifat akad-akad dalam perjanjian transaksi yang fleksibel tidak 
memberikan kerumitan-kerumitan dalam pelaksanaannya dalam bisnis maupun 
transaksi berbasis syariah. Selain itu, peruntukannya yang tidak hanya bagi 
masyarakat muslim, membuat lembaga keuangan syariah diminati oleh banyak 
investor karena jangkauan pasarnya yang luas sehingga berpeluang untuk 
memberikan keuntungan yang besar bagi investor-investor tersebut. 
Perkembangan hukum lembaga keuangan syariah, khususnya di bidang 
perbankan, asuransi dan pasar modal telah diatur dalam aturan perundang-
undangan Indonesia, dengan adanya peraturan-peraturan hukum maka aspek 
kepastian hukum dan perlindungan hukum lebih terjamin, baik bagi perusahaan 
maupun bagi konsumennya. Selain itu, peraturan-peraturan ini bertujuan untuk 
menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat, menciptakan kondisi 
perekonomian yang kondusif sehingga stabilitas perekonomian nasional bisa tetap 
terjaga dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai. 
Ekonomi Syariah memiliki beragam instrumen akad yang dapat 
dikembangkan dan diterapkan dengan mudah. Beberapa buku referensi bahkan 
mengkaitkan antara wadi'ah (titipan) dengan perbankan syariah, karena perbankan 
merupakan lembaga keuangan yang besar yang salah satu lingkup usahanya 
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adalah menggalang dana dari masyarakat, dan rahn dengan pegadaian syariah. 
Tidak jarang, referensi-referensi ekonomi Islam yang beredar dalam masyarakat 
mengartikan rahn dengan gadai. 
Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berangkat dengan prinsip 
hukum gadai yang saat ini mengalami perkembangan dengan mencakup bentuk 
jaminan diluar hukum gadai, yakni jaminan fidusia. Besarnya jumlah masyarakat 
pengguna jasa pegadaian menjadikan pegadaian memunculkan produk-produk 
berbasis syariah yang dipasarkan melalui pegadaian syariah untuk menangkap 
peluang pemasaran yang sebelumnya tidak dapat menyentuh kelompok-kelompok 
dalam masyarakat yang memegang prinsip Islam dan berprinsip untuk melakukan 
transaksi keuangan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. 
Namun hal ini belum cukup mengingat jumlah unit pegadaian syariah yang masih 
sedikit dan pengaturannya yang masih berada di dalam kewenangan PT Pegadaian 
(persero) yang notabene telah lama bergerak di bidang gadai dengan prinsip 
ekonomi konvensional. 
Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, 
khususnya bagi hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan 
makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. 
Selain itu, kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum 
adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum 
dapat memperoleh haknya dan bahwa suatu putusan hukum dapat dilaksanakan 
atau dieksekusi
1
. Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, 
namun hukum tidak identik dengan keadilan. Kepastian hukum merupakan 
pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyi aturan hukumnya, sehingga 
masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara pelaksanaan hukum dengan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
Membahas tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, tentunya 
takkan lepas dari teori Receptio. Beberapa kajian yang dilakukan oleh para pakar 
hukum Islam dan hakim-hakim pengadilan agama di Indonesia menemukan suatu 
hasil bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia lebih didasarkan pada teori 
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Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberti, 
2003), hlm. 160. 
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Receptie in Complexu. Teori Receptio in Contrario yang dikemukakan oleh 
Hazairin dan Sajuti Thalib ini sejalan dengan teori Receptie in complexu. Teori 
Receptie A Contrario ini dianggap sebagai teori yang mematahkan teori Receptie
2
. 
Menurut teori ini, hukum adatlah yang berada dibawah hukum Islam, sehingga 
hukum adat dapat diberlakukan apabila mendapatkan legalisasi dari hukum Islam. 
Berdasarkan teori yang dikemukakan Hazairin ini, hukum adat yang diberlakukan 
harus sejalan dan senafas dengan hukum Islam. Teori Receptie A Contrario lebih 
dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji dalam 
tulisan ini. Penulisan ini mengupayakan adanya kejelasan pengaturan dalam 
ketentuan mengenai gadai di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan rahn yang 
juga dikenal dengan gadai syariah. Penulis menilai bahwa konsep rahn tidak 
dapat dipersamakan dengan gadai dalam hukum Indonesia yang secara spesifik 
masuk dalam ranah hukum jaminan. 
Ibnu Al Qayyim Al Jawziyyah menyebutkan bahwa syariah merupakan 
suatu kebijakan dan tercapainya perlindungan kepada setiap orang dalam 
kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari kedamaian, 
keadilan, kebijakan dan kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatas namakan 
keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan 
keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti 
ketentuan syariah meskipun hal tersebut diklaim sebagai interpretasi yang benar.
3
 
Maka dengan pengertian tersebut diatas, jelas bahwa tujuan akhir dari maqasid 
syariah adalah maslahah
4
. 
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Teori Receptie A Contrario ini menyatakan bahwa hukum Islam diakui setelah adanya 
penerimaan dari hukum adat. Dengan kata lain, hukum Islam memiliki kedudukan di bawah 
hukum adat. Teori inilah yang kemudian dikenal dengan teori penerimaan. Menurut teori ini, 
hukum Islam yang diberlakukan adalah hukum yang diterima oleh hukum adat dan diakui, apabila 
tidak diterima oleh hukum adat maka hukum Islam tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan oleh 
seseorang. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakat bukanlah 
hukum Islam dalam arti sebenarnya, melainkan hukum adat. 
Lebih jelasnya dapat dibaca dalam Mohd. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam 
Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, 
Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 
3
Jasser Auda, Maqasid As Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 
(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), p. xxii. 
4
Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah adalah kemaslahatan yang bersifat 
umum dan universal. Selengkapnya dapat dibaca dalam Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, 
Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid As Syari'ah, Cetakan. ke-2, (Jakarta: Prenada 
Media, 2015), hlm. 45. 
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Untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan, para ahli usl 
fiqh menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Lima hal pokok 
tersebut merupakan bagian dari dharuriyat yang apabila tidak dipenuhi akan 
menimbulkan kerusakan. As Syathibi membagi maqasid as syariah dalam tiga 
kelompok, yakni dharuriyat yang merujuk pada kebutuhan dasar atau primer 
manusia, yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan pada 
kelompok kebutuhan lainnya, hajiyat yang dimaknai sebagai kebutuhan sekunder 
yang melengkapi dan menunjang kehidupan manusia, dan tahsiniyat dikenal 
sebagai kebutuhan tersier atau yang diidentikkan dengan kebutuhan yang bersifat 
kemewahan. Lima unsur pokok yang disebutkan sebelumnya diatas, biasa dikenal 
dengan istilah al kulliyah al khomsah, yakni penjagaan terhadap agama (hifd ad 
din), penjagaan terhadap jiwa (hifd an nafs), penjagaan terhadap akal (hifd al akl), 
penjagaan terhadap keturunan (hifd an nasb), dan penjagaan terhadap harta benda 
(hifd al maal).
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Metode yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan yang 
diangkat melalui karya tulis ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang 
kemudian dianalisa secara yuridis kualitatif. Melalui karya tulis ini, penulis 
hendak memberikan masukan perbaikan bagi pegadaian syariah berdasarkan 
analisa hukum yang ditulis melalui karya tulis ini. 
 
Pembahasan 
A. PT Pegadaian (Persero) 
PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu perusahaan dibawah 
naungan Kementerian BUMN. Pada tahun 2016 ini, perusahaan ini telah memiliki 
dua macam produk dan unit pemasaran, yakni pegadaian konvensional dan 
pegadaian syariah. Keberadaan perusahaan ini didasarkan pada Peraturan 
Pemerintah yang mengatur tentang bentuk badan hukum Perusahaan Pegadaian.  
 Posisinya sebagai salah satu perusahaan pemerintah, maka ketentuan 
dalam Undang-undang BUMN berlaku pada perusahaan ini. Bentuk perusahaan 
yang berupa perseroan menjadikan aturan perundang-undangan tentang Perseroan 
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Dalam Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 
hlm. 67-113. 
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Terbatas juga diterapkan pada Perusahaan Pegadaian ini. Pada mulanya, 
pegadaian merupakan perusahaan yang menggunakan jaminan gadai, namun 
dalam perkembangannya, kini pegadaian memasarkan produk berbasis gadai dan 
fidusia. 
Pegadaian menurut kitab KUHPer pasal 1150 dinyatakan berkaitan erat 
dengan gadai.
6
 Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan/perkreditan dengan 
sistem gadai. Belakangan, bersamaan dengan berkembangnya produk keuangan 
berbasis syariah di Indonesia, sektor pegadaian juga mengalami perkembangan. 
Bekerja sama dengan perbankan syariah, Perusahaan Pegadaian membentuk Unit 
Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia, disamping itu, ada juga 
perbankan syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah.
7
 Pegadaian 
Syariah ini dijalankan dengan berdasar pada Fatwa DSN MUI Nomor 25 tahun 
2002 tentang Rahn, Fatwa DSN MUI Nomor 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas. 
Mengenai aspek kelembagaannya, pegadaian syariah tetap menginduk pada PP 
Nomor 10 tahun 1990.
8
 
Pegadaian Syariah ini relatif baru di Indonesia yang konsep 
operasionalnya mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, 
efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi pegadaian 
syariah ini dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan 
Gadai Syariah (ULGS) sebagai suatu unit organisasi dibawah binaan divisi Usaha 
Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara 
struktural terpisah pengelolaannya dari pegadaian konvensional.
9
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Pada pasal ini disebutkan : "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang 
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh sorang lain atas namanya, 
dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan 
dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnnya, dengan 
pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."  
7
Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan sebagai : 
1. Sebagai tambahan, yakni digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang 
beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. 
2. Sebagai produk, yakni sebagai alternatif dari pegadaian konvensional dimana dalam 
gadai syariah nasabah tidak dibebani dengan bunga tetap, melainkan hanya dikenai biaya 
penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. 
Penjelasan ini dapat ditemukan dalam Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan 
Syariah. Edisi ke-1, Cetakan ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 394. 
8
Andri Soemitra. Bank & Lembaga Keuangan Syariah. Edisi ke-1, Cetakan ke-5. 
(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), hlm. 389. 
9
 Ibid., hlm. 393. 
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Pada mulanya, pegadaian merupakan perusahaan satu-satunya yang berhak 
melakukan usaha berdasarkan hukum gadai di Indonesia. Masuknya jaminan 
fidusia ke dalam pegadaian, tentu saja mengubah tujuan berdirinya pegadaian 
yang sebelumnya.
10
 Pada tahun2008, DSN MUI melalui Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No: 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily,yang dijadikan acuan 
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Tujuan pendirian pegadaian, dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan 
ekonomi berdasarkan hak gadai, yakni: 1.Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan 
kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada 
umumnya melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai; 2. Pencegahan praktek ijon, 
pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Munculnya produk berbasis jaminan 
fidusia di pegadaian ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. 
Pada pasal 3 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pegadaian adalah : 
"(1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara 
yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan 
uang pinjaman atas dasar hukum gadai. 
(2) Perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku." 
Pada Pasal 8 PP ini, pada bagian keempat tentang Kegiatan dan Pengembangan Usaha, diatur 
bahwa :  
"Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan 
menyelenggarakan usaha : 
a. penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai; 
b. penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, 
pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri 
perhiasaan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud 
dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan 
Menteri Keuangan". 
Adapun maksud dan tujuan yang dimaksudkan diatas yang mana termuat dalam ketentuan pada 
pasal 7 adalah untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah 
ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perudang-udanganan yang berlaku dan untuk menghindarkan 
masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. 
Setelah masuknya produk berdasarkan hukum jaminan fidusia, tujuan pegadaian, 
sebagaimana tercantum pada visi dan misi pegadaian pada tahun 2013, visi pegadaian adalah 
menjadi "CHAMPION" dalam pembiayan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi 
masyarakat menengah kebawah, dan misinya adalah: 1. Membantu program pemerintah 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan 
solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas 
dasar hukum gadai dan fidusia, 2. memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan 
melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten; 3. Melaksanakan usaha lain 
dalam rangka optimalisasi sumber daya.  
 Perkembangan selanjutnya dari tujuan pegadaian sebagaimana yang ada saat ini, tertuang 
dalam visi dan misinya, yang berupa : visi : sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai 
yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk 
masyarakat menengah ke bawah, dan misi : 1. memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, 
aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi ; 2. Memastikan pemerataan layanan dan insfrastruktur yang 
memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri 
menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat ; 3. Membantu pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan 
usaha lain dalam rangka optimalisasi sumberdaya perusahaan.  
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pengembangan produk pada pegadaian syariah memunculkan produk pegadaian 
syariah dengan jaminan fidusia. 
Rahn merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha 
pegadaian syariah di Indonesia. Selain sebagai akad, konsep rahn juga merupakan 
nama produk yang dipasarkan oleh pegadaian syariah. Hal ini sering kali 
menimbulkan ketidakjelasan. Namun pada bahasan dalam penulisan ini, Rahn 
yang dimaksud adalah akad dalam ekonomi Islam. 
 
B. Hukum Jaminan di Indonesia 
Pada prinsipnya pengaturan hukum jaminan pada Buku II KUH Perdata 
menganut sistem tertutup atau clossed system, yang artinya hak jaminan 
kebendaan diatur secara terbatas atau limitatif dan tidak enunsiatif, dimana 
seseorang dapat secara bebas menciptakan hak jaminan atas suatu benda. 
Penciptaan hak jaminan kebendaan hanya dapat dilakukan dengan atau melalui 
penunjukkan undang-undang atau yurisprudensi. Sselain pada buku II KUH 
Perdata dapat dijumpai hak jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan, 
credietverband, oogstverband dan Fidusia yang diciptakan melalui undang-
undang.  
Asas tertutup yang dianut oleh buku II KUH Perdata ini mengakibatkan 
siapapun tidak dapat memperjanjikan hak jaminan kebendaan diluar ketentuan 
buku II KUH Perdata tersebut. Selain itu, ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal 
pada buku II KUH Perdata ini bersifat memaksa, yang artinya harus dituruti, 
dipatuhi dan tidak boleh disimpangi dengan pengadaan hak jaminan kebendaan 
lainnya. Asas tertutup ini diberlakukan pada ketentuan hukum jaminan untuk 
menunjukkan keabsolutan ketentuan pada hukum jaminan kebendaan dan 
menunjukkan kepastian hukum dalam hak jaminan kebendaan.
11
 
Benda atau zaak dalam KUH Perdata, tepatnya dalam pasal 499 
dinyatakan sebagai tiap-tiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. 
Menurut pengertian ini, benda meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki dan 
dikuasai oleh subyek hukum, baik berupa barang atau goed maupun hak atau 
                                                          
11
Djuhaendah Hasan (1996) dalam Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan. 
Edisi ke 1, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 26. 
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recht. Artinya, definisi benda memiliki cakupan luas, baik berupa benda yang 
berwujud yang berupa barang maupun benda yang tidak berwujud yang berupa 
hak.  
Suatu benda dapat menjadi suatu obyek hukum dengan memenuhi syarat-
syarat tertentu, yakni berada dalam penguasaan manusia, memiliki nilai ekonomi 
dan suatu hal yang dijadikan obyek atau perbuatan hukum.
12
 Suatu benda dapat 
memiliki nilai ekonomis berarti dapat dijadikan sebagai jaminan utang tertentu 
antara seorang debitor dan kreditor. Sedangkan benda yang mengandung hak 
milik dapat berupa benda bertubuh, yang dapat dilihat dan diraba dan benda tak 
berwujud yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat diraba oleh tangan, 
seperti hak atau tagihan tertentu, seperti hak tagih, hak klaim, saham dan surat-
surat berharga.
13
 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwah mengemukakan sebagian pasal dalam 
KUH Perdata menyatakan zaak sebagai harta kekayaan. Kata zaak menurut pakar 
hukum Belanda lebih banyak ditujukan pada benda berwujud. Namun demikian 
berdasarkan pengaturan dalam KUH Perdata juga, kata zaak juga ditujukan untuk 
hal lain. Pada pasal 1729 zaak diartikan sebagai perbuatan hukum, pada pasal 
1354 diartikan sebagai kepentingan hukum dan pada pasal 1263 diartikan sebagai 
kenyataan hukum.  
 
1. Gadai dan Sifat-sifatnya 
Perumusan mengenai gadai sendiri diatur dalam KUH Perdata pasal 1150. 
Perumusan tersebut menunjukkan bahwa gadai merupakan hak jaminan 
kebendaan dengan benda yang berupa benda bergerak tertentu yang merupakan 
milik debitur atau orang lain atas nama debitur untuk dijadikan jamian pelunasan 
utang. Hak gadai ini memberikan hak yang didahulukan atau hak preferensi 
kepada pemegangnya atas kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang.  
Selain itu, pasal 1152 KUH Perdata juga menjelaskan mengenai ketentuan 
dalam gadai melalui ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut. Hak gadai diberlakukan 
                                                          
12
Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum Perdata Nasional, Makalah dalam Kursus 
Hukum Perikatan, dalam Rachmadi Usman, Ibid., hlm. 38-39. 
13
Bandingkan dengan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, 
(Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 13. 
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atas benda-benda bergerak, yang mana barang berada di tangan pihak kreditur 
maupun pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak sah hak 
gadai atas suatu benda yang tetap berada ditangan pihak debitor atau siapapun 
yang kembali atas kemauan pihak debitur. Adanya penyerahan benda jaminan ini 
merupakan syarat sahnya gadai. Jadi meskipun benda jaminan dikembalikan oleh 
kreditor kepada debitor atas kemauan kreditor sendiri, hal ini dapat menjadikan 
gadai tidak sah. 
Penyerahan benda jaminan kepada kreditor ini bukan dimaksudkan 
sebagai penyerahan secara yuridis yang dapat mengakibatkan penerima hak gadai 
menjadi pemilik atas benda yang digadaikan tersebut. Oleh karenanya, pemegang 
hak gadai hanya berkedudukan sebagai pemegang saja sehingga kreditor tidak 
akan pernah menjadi bezitter dalam arti keperdataan, sehingga bezit dalam gadai 
disebut dengan pandbezit.
14
 
Ketentuan pasal 1150 dan pasal lainnya dalam KUH Perdata yang 
mengatur mengenai hak gadai mengarah pada kesimpulan mengenai sifat dan ciri-
ciri hak gadai sebagai berikut : 
1. Obyek gadai adalah barang bergerak, baik berwujud maupun tak 
berwujud (Pasal 1150, Pasal 1153 KUH Perdata), 
2. Merupakan hak kebendaan atas benda-benda bergerak milik seseorang 
(Pasal 1152 ayat (3) juncto pasal 528 KUH Perdata), karenanya meski 
barang gadai tersebut dialihkan atau beralih kepada orang lain obyek 
hak gadai akan tetap mengikuti kepada siapapun benda itu berada (droit 
de suite), sehingga apabila benda jaminan tersebut hilang, kreditor atau 
pemegang hak gadai berhak untuk menuntut kembali, 
3. Hak gadai memberikan posisi droit de preference atau hak preferen 
kepada kreditor yang memegang hak gadai tersebut (Pasal 1150 dan 
Pasal 1133 KUH Perdata), 
4. Gadai bersifat acessoir atas perjanjian pokok tertentu (Pasal 1150 KUH 
Perdata), 
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J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2002), hlm. 93. 
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5. Benda yang digadaikan harus berada di tangan kreditor atau pihak 
ketiga untuk dan atas nama kreditor (Pasal 1150 dan Pasal 1152KUH 
Perdata), dan 
6. Gadai mempunyai sifat oldeelbaal atau tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 
1150 KUH Perdata). 
 
2. Fidusia 
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan 
disebut dengan UUJF, unsur-unsur fidusia yakni pengalihan hak kepemilikan 
suatu benda, dilakukan atas dasar kepercayaan dan kebendaan tetap berada dalam 
penguasaan pemilik benda
15
. Tata cara penyerahan dan pemindahan kebendaan 
pada jaminan fidusia dilakukan dengan constitutum possessorium, karena fisik 
jaminan berada di tangan pemilik asal atau pemberi fidusia. Bentuk penyerahan 
ini cukup dikenal dalam praktik jaminan, sedangkan dalam ketentuan yang 
terdapat dalam pasal 612 KUH Perdata dinyatakan bahwa penyerahan benda 
bergerak dilakukan dengan penyerahan secara nyata. Jelas sekali bahwa KUH 
Perdata tidak mengenal penyerahan secara constitutum possessorium, akan tetapi 
penyerahan dengan cara ini dapat dilakukan dan hukumnya adalah sah secara 
hukum. Para pihak dapat memperjanjikan hal ini dalam perjanjian mereka karena 
pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan kehendaknya. 
 Pasal 1 angka 2 UUJF menyebutkan unsur-unsur jaminan fidusia adalah  
1) sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan, 2) untuk 
pelunasan utang tertentu, 3) obyeknya adalah kebendaan bergerak, 4) kebendaan 
tak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan 
juga merupakan obyek fidusia, 5) kebendaan yang menjadi obyek jaminan fidusia 
dimaksudkan sebagai agunan atau jaminan, dan 6) memberikan kedudukan yang 
diutamakan pada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
16
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Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
berbunyi: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan 
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut akan tetap dalam penguasaan 
pemilik benda". 
16
Pasal 1 angka 2 UUJF menyatakan "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda 
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 
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Sifat dan Ciri-ciri Fidusia 
 Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan 
Keperdataan menyatakan sifat-sifat Fidusia sebagai berikut : 
a. Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian Obligatoir. 
b. Sifat Accesoir dari perjanjian jaminan fidusia 
c. Sifat Droit de Suite 
d. Sifat Droit de Preference 
 Pengertian mengenai jaminan fidusia memberikan cakupan yang luas 
mengenai obyek fidusia, yang terdiri atas benda bergerak berwujud, benda 
bergerak tak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 
hak tanggungan. Pasal 1 angka 4 UUJF  merumuskan batasan obyek jaminan 
fidusia, yakni "dapat dimiliki dan dapat dialihkan". Dengan demikian obyek 
jaminan fidusia terdiri atas : 
1. benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud, 
2. benda bergerak terdaftar dan benda bergerak tidak terdaftar, 
3. benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak 
tanggungan dan hipotek, dan  
4. benda tersebut dapat dimiliki dan dapat dialihkan. 
 Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUJF, ditegaskan bahwa 
yang dumaksud dengan benda termasuk juga piutang atau receivables. Maka 
jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF telah menggantikan FEO atau Fiduciaire 
eigendomsoverdracht dan cessi jaminan atas piutang-piutang yang dalam praktek 
telah banyak digunakan.
17
 
 Selanjutnya, pasal 9 UUJF memperluas cakupan jaminan fidusia dalam 
benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini dianggap penting, karena 
perumusan pasal ini dianggap memperhatikan nilai komersial dan fleksibilitas 
obyek jaminan fidusia. Pada pasal 10 UUJF mengatur secara khusus mengenai 
hasil dari benda yang menjadi jaminan fidusia juga merupakan obyek jaminan 
fidusia. Sepanjang tidak diperjanjikan lain, penjaminan fidusia meliputi hasil dari 
                                                                                                                                                              
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya." 
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benda yang menjadi obyek fidusia dan klaim asuransi atas benda jaminan 
fidusia.
18
 
 
C. Rahn 
Dasar hukum Rahn terdapat pada Al Qur'an dan as sunnah. Surat Al 
Baqarah ayat 283 dinyatakan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak 
tunai maka hendaknya ada barang tanggungan atau barang jaminan milik yang 
berhutang yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Ayat inilah yang menjadi 
dasar hukum rahn karena dalam ayat tersebut disebutkan kata rihaanun yang 
merupakan bentuk turunan dari kata ra-ha-na. Dasar hukum pada as-sunnah 
tentang rahn ini terdapat pada beberapa hadist, diantaranya adalah hadist yang 
diriwayatkan oleh Anas yang menyatakan bahwa rasulullah menggadaikan baju 
besinya pada seorang yahudi di Madinah dan beliau mengambil sya'ir atau jagung 
untuk keluarganya.
19
  
Hadist-hadist yang menjadi dasar hukum rahn pada fatwa DSN MUI 
Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh 
Aisyah. Hadist ini menunjukkan bahwa rahn dapat digunakan untuk menjamin 
sebagian hutang atau seluruhnya. Hadist lain menyatakan bahwa hak kepemilikan 
gadai tersebut tidak lepas dari barang yang digadaikan tersebut. pemilik barang 
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Fred B. G. Tumbuan dalam Rachmadi Usman, Ibid., hlm. 179. 
18
Lebih lengkap baca Rachmadi Usman, Ibid., hlm. 178-181. 
19
 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nailul Authar, Juz 5, (Damaskus: Daar El Fikr, tt), 
hlm. 351. 
Hadist yang tertulis pada kitab ini berbunyi : 
 
 هلهلأ ازيعش هنم ذجا ةنيدملاب ٌدىهي دنع اعرد ملس و هيلع الله ًلص الله لىسر نهر : لاق سنا نع 
Artinya : Dari Anas, ia berkata, Rasulullah S.A.W menggadaikan baju perang kepada 
seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang yahudi tersebut Rasulullah mengambil sya'ir (jagung) 
untuk keluarganya.  
Hadist ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhori, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadist lain 
diucapkan oleh Aisyah, dengan isi yang hampir sama dengan hadist diatas, namun hadist ini 
diriwayatkan oleh Al Bukhori dan Muslim. Hadist yang disampaikan oleh Aisyah inilah yang 
menjadi salah satu dasar hukum Rahn yang termuat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn, bersamaan dengan hadist lain yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i, al-
Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan 
barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung 
resikonya." Hadits Nabi lainnya yang juga menjadi dasar hukum rahn pada fatwa ini diriwayatkan 
oleh Jama’ah, kecuali Muslim dan al- Nasa’i, Nabi s.a.w. bersabda: "Tunggangan (kendaraan) 
yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang 
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan 
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." 
14 
 
 
 
masih dapat memanfaatkan barang yang digadaikan dan bertanggung jawab atas 
perawatannya selama pemanfaatan barang tersebut. 
Pendapat Ulama tentang Rahn yang terdapat dalam fatwa DSN MUI 
Nomor 25/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn yang menjadi dasar kesepakatan 
ulama dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah kesepakatan ulama yang 
menyatakan bahwa secara garis besar akad rahn (penjaminan utang) secara 
hukum diperbolehkan, bahwa Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai 
secara penuh selama tidak mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai 
tersebut dan bahwa jumhur ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa 
penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali. 
 
1. Konsep Rahn dalam Ijtihad Ulama Fiqh 
Penulis mencoba menunjukkan ketentuan dalam rahn yang ada dalam 
kesepakatan di kalangan ulama madzhab maupun jumhur ulama secara ringkas, 
yang dituangkan dalam bentuk tabel di bawah ini. 
Tabel 1. Ketentuan dalam Rahn di kalangan ulama madzhab 
 
Nomor 
Unsur hukum 
dalam Rahn 
Pendapat Ulama 
1. Ketentuan pokok 
Rahn 
Syafi'i dan Hanbali : barang yang dapat dijadikan 
agunan utang hanya barang yang bersifat materi 
dan tidak termasuk manfaat. Rahn hanya 
mencakup benda berwujud saja 
Malikiah : Rahn mencakup jaminan kebendaan, 
baik yang diserahkan secara nyata maupun yang 
diserahkan secara hukum dengan penyerahan 
bukti kepemilikan benda yang dijaminkan 
2. Pengembalian 
marhun bih oleh 
murtahin kepada 
rahin 
Malikiah : berakhirnya rahn 
Hanafiah : berakhirnya rahn kecuali bila 
diniatkan untuk meminjamkan atau menitipkan 
Syafi'i : tidak secara otomatis membuat akad rahn 
berakhir 
3. Sahnya Rahn Jumhur : Adanya lafadz dan penyerahan marhun 
bih 
 
4.  Penerimaan oleh 
pihak yang 
mewakili murtahin 
Jumhur : Sah menurut hukum 
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5. Kerusakan barang 
jaminan di tangan 
kreditor 
Jumhur : merupakan tangguug jawab kreditor atau 
murtahin 
 
6. Kerusakan barang 
jaminan di tangan 
perwakilan 
murtahin 
Jumhur : bukan tanggung jawab murtahin 
melainkan tanggung jawab orang yang mewakili 
dan memegang marhun bih tersebut 
 
7. Menjaminkan 
barang milik 
bersama 
Malikiah : boleh menjaminkan barang milik 
bersama 
Hanafiah : memperbolehkan salah satu dari 
pemilik barang bersama untuk menjaminkan 
barang milik bersama, tetapi melarang 
penjaminan sebagian dari obyek jaminan 
8. Menjaminkan hak 
milik yang masih 
berada dalam 
tanggungan 
Malikiah : memperbolehkan 
Jumhur : melarang, karena serah terima obyek 
jaminan tidak dapat dilakukan secara nyata 
 
9.  Pemanfaatan dan 
perawatan marhun 
bih 
Malikiah dan Syafi'iyyah : Manfaat dari barang 
yang dijaminkan adalah hak rahin sebagai pemilik 
barang dan rahin yang bertanggung jawab atas 
biaya yang dikeluarkan untuk perawatannya. 
Apabila murtahin hendak mengambil manfaat 
dari marhun bih yang berada di tangannya, maka 
harus dengan ijin dari rahin dan biaya 
perawatannya ditanggung oleh murtahin. 
10. Sifat turunan dari 
marhun bih yang 
berkembang 
 
 
 
Terdapat ikhtilaf ulama dalam hal ini, dimana 
sebagian lain menyatakan bahwa turunan tersebut 
masih bagian dari marhun bih, sebagian lain 
berpendapat bahwa turunannya tidak menjadi 
bagian dari jaminan kecuali bila para pihak 
mensyaratkan hal berbeda sebelumnya 
Sumber: Data Primer, diolah, 2007 
 
2. Perkembangan Konsep Rahn di Indonesia 
Dewasa ini, perkembangan hukum dan pola interaksi dan transaksi dalam 
masyarakat telah banyak mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan 
pengembangan hukum untuk memberikan dasar dan acuan yang jelas bagi umat 
muslim dalam bertransaksi. Mengingat bahwa transaksi ekonomi masyarakat 
merupakan bagian dari muamalah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai ibadah, 
maka perlu diatur dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar 
hukum utama dalam Islam. 
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Berdasarkan pada paparan yang telah disajikan di atas, rahn memiliki 
cakupan yang luas yang lebih dari sekedar gadai meskipun sebagian besar ulama 
mengartikannya sebagai gadai dan lebih banyak yang mengartikannya sebagai 
gadai. Namun berangkat dari pengertian dan cakupan rahn sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Imam Maliki dan ulama-ulama pengikutnya, rahn dapat dipecah 
dalam beberapa macam. Sejauh ini, rahnyang berkembang dalam perekonomian 
Islam, baik di Indonesia maupun di negara lain yang mengembangkan konsep 
ekonomi Islam dan memasukkan rahn di dalamnya, rahn terdiri atas rahn eaqari 
(يراقع نهر) yang dikenal dan dipersamakan dengan gadai dan rahn tasjily atau 
rahn rasmi atau rahn hukmi yang dipersamakan dengan fidusia.  
Melihat pada paparan sebelumnya, ulama madzhab Maliki menyatakan 
bahwa ruang lingkup rahn mencakup benda berwujud dan hak milik dan 
penyerahannya dapat bersifat nyata maupun penyerahan secara hukum dengan 
menyerahkan bukti kepemilikan. Adanya penggolongan benda berwujud dalam 
kategori benda berwujud yang bergerak dan benda berwujud yang tidak bergerak, 
dan contoh praktik rahn yang dijelaskan oleh ulama yang terdiri atas hewan 
ternak, bahan makanan dan lahan pertanian yang sudah ada pada masa ulama fiqh 
klasik, maka tampak jelas cakupan rahn lebih luas dari apa yang telah ditemukan 
sejauh ini dimana rahn baru sebatas gadai dan fidusia. Namun bila mengikuti 
pendapat dari ulama hanafiah sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa DSN 
MUI mengenai rahn, rahn hanyalah berbentuk gadai. Penulis berpendapat bahwa 
dengan mengikuti hasil ijtihad para ulama malikiah, hukum dan cakupan rahn 
menjadi lebih luas dan dapat mengakomodir perkembangan jaminan yang ada 
pada era modern ini. 
 
D. Pengembangan Pegadaian Syariah menurut Hukum 
1. Manajemen Pegadaian Syariah menurut Hukum 
Meskipun rahn dapat dikembangkan dengan berbagai nama dan ketentuan, 
pelaksanaannya tidak boleh menyalahi ketentuan umum dalam rahn itu sendiri 
sebagai ketentuan utama pelaksanaan rahn dalam Islam. Hal ini dikarenakan, 
dalam pelaksanaan ijtihad tidak boleh memaksakan suatu ketentuan hukum untuk 
sesuai dengan ketentuan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat. 
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Sebagaimana tujuan hukum secara umum, hukum memberikan batasan dan 
perlindungan yang jelas sehingga tidak terjadi kekacauan dan kerusakan dalam 
masyarakat karena perkembangan yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.  
Pada dasarnya, sebagaimana paparan penulis sebelumnya, rahn memiliki 
cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup gadai saja apabila merujuk pada 
pendapat ulama-ulama madzhab maliki. Meski demikian, pengembangan hukum 
Islam mengenai rahn yang ada sejauh ini baru memunculkan ketentuan hukum 
berupa rahn eaqari dan rahn tasjily. Pengembangan pada bentuk-bentuk lain 
masih dapat dilakukan. Dengan melihat paparan data dan hasil analisa penulis 
yang telah disajikan di atas, bahwa konsep fiqh yang telah ada sebenarnya 
memiliki cakupan yang luas, sehingga dapat digali dan dikembangkan untuk 
dapat memenuhi kebutuhan umat Islam yang telah lama diisi dengan hukum dan 
konsep-konsep ekonomi konvensional. 
Hukum Perusahaan Indonesia tidak mengatur mengenai strategi 
pengembangan perusahaan, mekanisme pelaksanaan strategi perusahaan-
perusahaan tersebut dalam upaya meraih keuntungan sebesar-besarnya dan untuk 
tetap bertahan dalam persaingan usaha yang semakin ketat mengacu pada konsep 
strategi bisnis dan manajemen secara konvensional. Strategi bisnis dan 
manajemen perusahaan tersebut merupakan suatu konsep yang kebanyakan 
berasal dari Eropa yang hasil kajian mengenai implementasi dan 
pengembangannya digunakan diseluruh dunia. 
 Strategi perusahaan dan pengaturan manajemen suatu perusahaan 
merupakan kebijakan internal perusahaan yang berupa self regulation atau 
peraturan sendiri, yang bisa jadi berbeda pada perusahaan satu dengan yang 
lainnya. Hal ini terkait dengan upaya pencapaian tujuan perusahaan dan 
pewujudan suatu sistem yang efisien dan ekonomis. Pada gambar struktur 
organisasi PT Pegadaian tersebut, dalam kajian manajemen maupun administrasi 
perusahaan sering disebut dengan struktur fungsional
20
 karena membagi 
komponen kerja perusahaan berdasarkan peran yang dilakukan dalam perusahaan. 
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Pada kajian mengenai strategi perusahaan ataupun strategi bisnis, struktur perusahaan 
terdiri atas struktur fungsional, struktur divisional dan struktur matrik. Namun beberapa buku 
dengan pembahasan yang sama membaginya dalam struktur fungsional, struktur divisional, 
struktur matrik dan struktur kompleks. 
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Perhatikan kembali pembagian direktur bagian yang membawahi bidang-bidang 
tertentu yang dibagi berdasarkan fungsinya dalam operasional perusahaan. 
 Peletakan SBU Syariah di bawah kewenangan direktur bidang produk dan 
pemasaran tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pelaksanaan 
operasional perusahaan, yakni PT Pegadaian (Persero). Dari bagan struktur 
tersebut diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa unit-unit syariah yang berada 
dekat dengan masyarakat merupakan bagian dari pelaku pemasaran ragam produk 
yang dihasilkan oleh PT Pegadaian (Persero). Operasional perusahaan mengacu 
pada ketentuan-ketentuan sektoral yakni sebagai perusahaan yang melakukan 
kegiatan di bidang keuangan dengan memberikan pinjaman baik dengan sistem 
ekonomi islam maupun konvensional. 
 Sejauh ini, PT Pegadaian (persero) belum memiliki aturan berupa undang-
undang yang mengatur mengenai usahanya sebagai pegadaian atau perusahaan 
yang bergerak di bidang gadai secara khusus apabila dilihat dari perjalanan 
perkembangannya di Indonesia.  
Meskipun dilakukan pemisahan unit pengelola produk antara produk 
pegadaian yang umum dengan produk pegadaian yang berbasis syariah, sebagai 
unit usaha yang berada dibawah manajemen PT Pegadaian (Persero), dalam hal 
pelaporan kekayaan dan keuntungan, masih dilakukan penggabungan dengan 
pelaporan milik unit pegadaian konvensional. Secara hukum, aset dan permodalan 
yang digunakan dalam usaha pegadaian syariah masih berstatus milik PT 
Pegadaian (persero). Hal ini menurut penulis tidak boleh dilakukan, mengingat 
banyak perbedaan antara perlakuan dan prinsip dalam sistem ekonomi nasional 
dengan sistem ekonomi islam atau sistem ekonomi syariah tentunya. Maka 
menjadikan keduanya dalam satu tubuh adalah sesuatu yang tidak benar dan dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum. 
 Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, adanya dualisme sistem 
keuangan dalam satu organisasi atau satu perusahaan dapat mengakibatkan 
kerancuan dalam proses penegakan hukum apabila terjadi suatu permasalahan 
hukum. Hal ini yang menjadikan hukum hanya sekedar ada tetapi tidak memiliki 
kekuatan untuk memberikan sanksi maupun melakukan eksekusi bila terjadi suatu 
pelanggaran hukum dalam masyarakat.  
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 Tidak hanya dalam hukum ekonomi umum, dalam hukum ekonomi 
syariah, Islam juga mengenal adanya perusahaan. Apabila perseroan muncul 
dengan karakteristiknya berdasarkan kepemilikan modal, dalam perusahaan islam 
dikenal dengan adanya syirkah. Ragam syirkah sendiri telah mencakup semua 
jenis komponen permodalan dan kepemilikan saham dalam suatu instansi usaha 
yang terdapat dalam hukum perusahaan yang membahas tentang perseroan. 
Perusahaan dengan prinsip Islam juga menjalankan prinsip-prinsip GCG selain 
juga menjalankan pengelolaan perusahaan berdasarkan ketentuan yang merujuk 
pada ketentuan dalam Al Qur'an dan hadist. Selain direksi yang mengupayakan 
adanya transparansi pengelolaan perusahaan dan keuangan perusahaan, pada 
perusahaan Islam, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang melakukan 
pengawasan terhadap kesesuaian pengembangan produk dan pengelolaan 
perusahaan dengan hukum Islam
21
.  
 Keberadaan DPS sebagai pengawas pelaksanaan keputusan DSN pada 
perusahaan keuangan merupakan salah satu upaya menjaga agar lembaga 
keuangan dalam melakukan kegiatannya tidak bertentangan dengan ketentuan 
Islam dan ketentuan-ketentuan pelaksana yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. 
Namun DPS ini tidak dijumpai pada struktur organisasi pegadaian syariah, 
mengingat bahwa pegadaian syariah ini hanya berperan sebagai unit pemasaran 
produk syariah pada PT Pegadaian (Persero) maka jelas mekanisme operasional 
pegadaian syariah tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh direksi 
PT Pegadaian (Persero). Hal ini membuat masyarakat jatuh pada penilaian bahwa 
pegadaian syariah maupun konvensional pada dasarnya sama saja karena 
kurangnya transparansi pada pegadaian syariah maupun PT Pegadaian (Persero). 
 Ketentuan hukum yang menjadi payung keberadaan perusahaan dan usaha 
disandarkan pada ketentuan hukum yang ada di Indonesia, dengan kata lain, 
ketentuan yang mengatur perusahaan-perusahaan umum juga mengatur 
perusahaan-perusahaan berbasis hukum Islam. Namun pengaturan tersebut tidak 
diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan dalam Al Qur'an dan hadist. 
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 Kedudukan DPS ini setingkat kedudukan komisaris pada perusahaan, sehingga DPS 
tidak melakukan pengelolaan perusahaan hanya melaksanakan fungsi-fungsi kepengawasan 
terhadap perusahaan keuangan berbasis syariah. Keberadaan DPS dalam struktur organisasi pada 
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Keberadaan Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum ini menjadikan sistem 
keuangan dan lembaga keuangan syariah memiliki nuansa spiritual di dalamnya. 
 Dalam perspektif Islam, bahwasanya kebijakan ekonomi berarti suatu 
sistem pengaturan yang sanggup mengembangkan kehidupan ekonomi 
masyarakat yang wajar dan adil. Islam telah menawarkan dan merealisasikan 
konsep sistempemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat, cara pemenuhan 
kebutuhan pokok bagi warga masyakat, cara penanganan kemiskinan, perwujudan 
kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Islam tidak berangkat dari keprihatinan 
sosial, yang bersifat nisbi dan kondisional atau berpijak diatas dasar nilai-nilai 
sosial dan kemanusiaan semata. Ekonomi Islam sebagai sebuah aturan (nizam) 
yang dapatmemecahkan problematika kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari 
pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan ini (aqidah). 
Dikaji menurut teori maqasid as syariah, dalam pelaksanaan ekonomi 
syariah tujuan tujuan hukum dan pengaturannya tidak bisa lepas dari tujuan 
hukum Islam. Tujuan inilah yang tidak menjadi orientasi pada sistem-sistem 
ekonomi lainnya di dunia, maupun dalam sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi 
dalam perspektif Islam hanya ditujukan untuk memperkaya diri dengan perolehan 
keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ekonomi merupakan bagian dari ibadah 
sehingga apa yang dilakukan oleh seorang muslim dalam kegiatan ekonomi 
memberikan pengaruh secara psikologis terhadap pelakunya. 
Merujuk pada pembagian kebutuhan bagi seorang muslim, maka urgensi 
pemenuhan maqasid as syariah ini merupakan kebutuhan dharuriyat. Tujuan 
akhir dari pemenuhan maqasid syariah yang juga dikenal dengan al kuliyyatu al 
khomsa adalah maslahah
22
. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah 
adalah kemaslahatan yang bersifat umum dan universal.
23
  
                                                                                                                                                              
perusahaan keuangan dan fungsinya bagi perusahaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan 
Pimpinan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurusan DSN MUI.  
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Selengkapnya dapat dibaca dalam Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar 
Ekonomi Islam Perspektif Maqasid As Syari'ah, Cetakan ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 
hlm. 45. 
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 Bersifat umum berarti maslahah tidak hanya ditujukan untuk individu secara pribadi, 
tetapi ditujuan untuk semua orang, secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya 
kemaslahatan tersebut tidak hanya berlaku untuk masa tertentu melainkan untuk sepanjang masa 
dan sepanjang kehidupan manusia. 
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 Jika dalam suatu hukum tidak mengandung nilai maslahah meskipun 
hukum tersebut merupakan hasil ijtihad manusia yang mungkin sesuai dengan 
konteks tertentu tetapi tidak sesuai dengan konteks lainnya. Selain itu, untuk 
menjaga diri seorang muslim, tentu saja perlu memperhatikan ketentuan halal dan 
haram yang tidak sekedar pada awal terjadinya transaksi atau kegiatan ekonomi, 
tetapi mencakup segala proses dalam kegiatan tersebut. Maqasid as syariah 
merupakan dasar dari keadilan dan acuan bagi para ahli fiqh dan muslimin untuk 
mengembangkan hukum, hal ini dinyatakan oleh Wahbah Zuhaily. 
 Pada lembaga keuangan berbasis syariah ini, selain untuk memenuhi 
ketentuan dalam pelaksanaan good corporatee governance pada perusahaan, 
transparansi merupakan tuntutan bagi lembaga keuangan berbasis syariah sebagai 
bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan yang bergerak dalam 
masyarakat. Upaya pencapaian maqasid as syariah dalam hal hifz al maal 
ditunjukkan melalui transparansi perusahaan yang menunjukkan aliran dana pada 
perusahaan sejak dari hulu hingga ke hilir. Transparansi ini tidak dapat 
ditunjukkan oleh pegadaian syariah yang masih berada di bawah kelembagaan PT 
Pegadaian (Persero). 
Sistem keuangan, perbankan dan lembaga keuangan serta kebijakan 
moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain 
untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidakadilan 
dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat 
dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk 
qardhul hasan. Al-Quran dengan tegas mengatakan, “Supaya harta itu tidak 
beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu” (QS. 59:7), “Di antara 
harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang 
miskin malu meminta-minta” (QS. 70:24). 
Pada PT Pegadaian (Persero) seyogyanya dilakukan pemisahan 
perusahaan antara pegadaian yang dilaksanakan dengan berdasar pada sistem 
ekonomi nasional dan pegadaian yang dilaksanakan berdasarkan pada sistem 
ekonomi Islam. Perbedaan-perbedaan yang terdapat pada perusahaan non syariah 
dengan perusahaan syariah, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan 
sebelumnya menjadi alasan perlu dan harus dilakukannya pemisahan pada PT 
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Pegadaian (Persero). Pemisahan ini dikenal dalam hukum perseroan di Indonesia 
dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas, yakni 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Istilah ekonomi menyebut pemisahan 
perusahaan ini sebagai split corporation
24
. Urgensi dilakukannya pemisahan ini 
adalah : 
1. Untuk menciptakan efisiensi perusahaan,  
2. Menuntaskan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
pegadaian syariah karena masih berada dalam organisasi PT Pegadaian 
(Persero) yang merupakan perusahaan berbasis ekonomi konvensional,  
3. Pegadaian yang berbasis syariah yang independent dapat melaksanakan 
ketentuan-ketentuan islam dengan lebih leluasa, dan 
4. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi 
di pegadaian syariah, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen yang 
akan berimbas pada kepuasan para pihak yang berkepentingan dengan 
pegadaian syariah. 
 
2. Payung Hukum Pegadaian Syariah menurut Teori Kepastian Hukum 
 Kegiatan ekonomi dewasa ini kegiatan ekonomi harus dipayungi dengan 
hukum yang bersifat publik yang secara umum mengatur hal-hal yang bersifat 
prosedural dan hukum yang bersifat privat yang berfungsi ketika institussi 
ekonomi bekerja dan berproses. Kegiatan ekonomi tidak akan berjalan secara 
legal apabila tidak menggunakan suatu ketentuan hukum baik berupa ketentuan 
publik maupun privat. Melihat perkembangan ekonomi Islam saat ini, semakin 
nampak urgensinya dalam memposisikan sistem ekonomi ini dalam kerangka tata 
hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan lembaga 
keuangan syariah.  
 Hukum ekonomi Islam perlu diakomodir dalam kerangka mewujudkan 
stabilitas dan kepastian hukum ekonomi nasional karena sifat dan karakternya 
yang berbeda dengan hukum ekonomi konvensional yang selama ini dijalankan di 
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Teori split corporation  membagi pelaksanaan pemisahan dalam suatu korporasi dalam 
dua macam, yakni splitt off dimana perusahaan yang melakukan pemisahan memindahkan aktiva 
dan pasiva perusahaannya kepada perusahaan yang baru terbentuk dan spin off dimana perusahaan 
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Indonesia. Pemosisian hukum ekonomi islam dalam hukum ekonomi nasional ini 
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Al Qur'an, hadist dan ijtihad 
ulama. Hukum ekonomi itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional. 
 Eksistensi negara sebagai penentu keabsahan dan legalisasi formal hukum 
ekonomi Islam dalam konteks negara hukum, aktualisasi  peran negara sebagai 
pengendali keadilan, keseimbangan, fasilitator, regulator dalam upaya terciptanya 
efektifitas dan kemaslahatan bersama menjadi penting. Dasar hukum pelaksanaan 
ekonomi islam di Indonesia terdiri atas dua bagian, yakni dasar hukum formal dan 
dasar hukum normatif yang mana keduanya secara simultan memberikan 
kekuatan hukum atas berlakunya ekonomi islam di Indonesia. Tata hukum 
Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak 
memberikan ruang bagi Fatwa DSN MUI pada susunan hierarkhinya. Sehingga 
posisi Fatwa DSN MUI dalam tata hukum Indonesia menjadi tidak jelas meskipun 
dijadikan dasar hukum pelaksanaan kegiatan ekonomi maupun instrumen lembaga 
keuangan syariah di Indonesia.  
 Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak 
mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa 
untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Sejumlah ketentuan dalam fatwa DSN 
MUI akan memiliki kekuatan hukum mengikat setelah diformalkan melalui 
peraturan Bank Indonesia maupun peraturan OJK. Ketentuan-ketentuan yang pada 
awalnya masih bersifat normatif kemudian diformalisasikan oleh negara maka 
ketentuan tersebut menjadi ketentuan hukum nasional atau sudah mejadi hukum 
positif di Indonesia. Kekuatan berlakunya pun bersumber dari negara sehingga 
dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, ketika 
Lembaga Keuangan Syariah berperkara dalam pengadilan agama maupun 
pengadilan syariah, posisi hukum fatwa DSN-MUI adalah mengikat dalam 
operasional Lembaga Keuangan Syariah. Hal tersebut terlihat pada 
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan 
Tugas dan Adminitrasi Pengadilan, Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu hukum 
                                                                                                                                                              
pelaku pemisahan memindahkan sebagian kekayaannya yang berupa aktiva dan pasiva kepada 
perusahaan penerima pemisahan tersebut. 
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materil dalam penyelesaian perkara, khususnya di Peradilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah 
Ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa ruang lingkup rahn 
mencakup benda berwujud dan hak milik dan penyerahannya dapat bersifat nyata 
maupun penyerahan secara hukum dengan menyerahkan bukti kepemilikan, jelas 
cakupan rahn lebih luas dari apa yang telah ditemukan sejauh ini dimana rahn 
baru sebatas gadai dan fidusia. Namun bila mengikuti pendapat dari ulama 
hanafiah sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI mengenai rahn, 
rahn hanyalah berbentuk gadai. Penulis berpendapat bahwa dengan mengikuti 
hasil ijtihad para ulama malikiah, hukum dan cakupan rahn menjadi lebih luas 
dan dapat mengakomodir perkembangan jaminan yang ada pada era modern ini. 
Adanya konsistensi dalam penetapan hukum merupakan hal yang penting 
dalam mewujudkan kepastian hukum, sehingga apabila pada fatwa DSN MUI 
nomor 25 tentang Rahn telah dinyatakan bahwa pendapat hanafiah menjadi dasar 
hukum penentuan rahn sebagai bentuk jaminan gadai, maka tidak dimungkinkan 
adanya pengembangan hukum jaminan Islam dengan bersandar pada konsep 
Rahn. Perubahan pada fatwa DSN MUI dimungkinkan dengan adanya klausula 
pada bagian akhir fatwa DSN MUI yang menyatakan bahwa apabila dikemudian 
hari ditemukan adanya kekeliruan pada fatwa tersebut, maka fatwa tersebut akan 
diubah dan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 
 Jaminan kebendaan pada konsep rahn dalam fatwa DSN MUI nomor 25 
tersebut diikuti dengan kemunculan fatwa DSN MUI nomor 26 tentang rahn 
emas, jelas-jelas menurut penulis mengarah pada konsep gadai. Meskipun secara 
konsep dan istilah, fidusia dapat dinyatakan sebagai turunan dari gadai ataupun 
sebagai bentuk lain dari gadai, namun jelas keduanya memiliki perbedaan selain 
pada istilah atau penggunaan sebutan antara keduanya.  
 Selain itu, konsistensi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian 
hukum yang hanya bisa dicapai dengan adanya suatu aturan yang pasti dan tidak 
mudah berubah-ubah apalagi mengandung suatu keambiguan. Dualisme hukum 
jaminan tersebut, yang berupa hukum jaminan Islam dan hukum jaminan 
nasional, dalam penerapannya akan menimbulkan kerancuan baik dalam hal 
acuan pelaksanaan maupun pilihan dalam pelaksanaan sistem jaminan nasional 
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karena keduanya diberlakukan di Indonesia meskipun sejauh ini yang 
memberlakukannya adalah instansi yang berbeda. 
 Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat 
digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Selain itu, kepastian 
merupakan salah satu tujuan dari hukum.  Untuk mencapai suatu kepastian hukum 
dari adanya pemberlakuan hukum nasional dan hukum islam dalam hukum 
jaminan ini, menurut pandangan penulis, dalam hal ini perlu diberlakukan suatu 
ketentuan dengan berdasarkan teori Receptie A Contrario. Menurut teori ini, 
hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berdasarkan hukum Islam, 
sehingga hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.  
 Pelaksanaan hukum diluar yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan nasional mungkin saja diakui oleh hukum adat dan hidup dalam 
masyarakat, tetapi pengakuan tersebut bukanlah pengakuan secara nasional dan 
tidak dilaksanakan dengan ketentuan yang sama pada setiap daerah di Indonesia. 
Maka jelas dalam penyeragaman pelaksanaan hukum guna menjamin kepastian 
hukum nasional dan menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat teori receptie 
A Contrario ini diberlakukan di Indonesia.  
  
Simpulan 
 Kajian yuridis dalam pengembangan Pegadaian Syariah terdapat pada 
aspek kelembagaan dan aspek payung hukum  yang harus segera dipecahkan agar 
konsep rahn dapat dikembangkan lebih luas dari apa yang ada saat ini. Pada 
Aspek kelembagaan, permasalahan yuridis yang ada berupa adanya dua sistem 
ekonomi yang diberlakukan dalam tubuh PT Pegadaian (Persero) dan posisi 
pegadaian syariah yang merupakan unit pemasaran produk-produk PT. Pegadaian 
(Persero) yang berbasis hukum Islam sehingga perlu dilakukan pemisahan, selain 
itu, pada Pegadaian Syariah tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 
mengawasi terlaksananya ketentuan-ketentuan Islam dalam operasional Pegadaian 
Syariah. Permasalahan pada aspek payung hukum Pegadaian Syariah terdiri atas 
tidak adanya pengaturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur 
masalah pegadaian maupun pegadaian syariah dan adanya ketidaksingkronan 
antara fatwa DSN MUI Nomor 25/III/DSN MUI/2002 tentang Rahn yang menjadi 
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acuan kemunculan fatwa DSN MUI nomor 68/III/DSN MUI/2008 tentang Rahn 
Tasjily. 
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